
 

 

GUBERNUR  JAMBI 

PERATURAN GUBERNUR  JAMBI  
 

NOMOR   16   TAHUN 2021 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN  KETIGA ATAS  PERATURAN GUBERNUR JAMBI  NOMOR 49 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

GUBERNUR JAMBI,  
 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan amanat Pasal 163 Peraturan 
Pemerintah   Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 
pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, 
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, 
dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau 
antar rincian obyek belanja;  

 

b.  bahwa berdasarkan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pergeseran 
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu 
Pergeseran antar Organisasi, Pergeseran  antar Unit 
Organisasi, Pergeseran antar Program, Pergeseran antar 
Kegiatan, Pergeseran antar Sub Kegiatan, Pergeseran 
antar Kelompok dan Pergeseran antar Jenis; 
 

c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
Dampaknya; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

 

 

 

 



 
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);  
 
 
 



 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);   
  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);  
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 525);    
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
 
 
 
 
 
 



 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
untuk kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
581);  

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4752 
Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 
2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021; 
 

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 
rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 
 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi  
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 15). 
 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 5); 
 

27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2021 Nomor 49); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 49      
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021. 

 

 



 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 49) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021  
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

2. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

 

 Ditetapkan di Jambi 
 pada tanggal  26 Juli  2021  
 
                                                       GUBERNUR JAMBI, 
 
                                                                   ttd 
                      
                                                  H. AL HARIS  
 
Diundangkan di Jambi 
pada tanggal   26 Juli  2021  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,                  
                                   
         ttd 
                                  
H. SUDIRMAN 
  
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR  16 14  

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 

            

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


